
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan merupakan salah satu 

wajib pajak yang memberikan kontribusi besar dalam sektor pajak. Secara 

otomatis pajak ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jika 

pendapatannya besar, maka pajak yang harus dibayarkannya juga besar. Setiap 

perusahaan menginginkan beban pajak yang rendah, dan dengan pajak yang 

rendah maka perusahaan dapat memaksimalkan laba perusahaan. Tentunya pihak 

perusahaan memikirkan bagaimana cara menekan pajak sehingga laba bersih 

setelah dibebankan pada pajak tetap bisa maksimal (Rahma et al., 2022).   

Tujuan perusahaan ini seringkali bertentangan dengan pemerintah, dimana 

tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak, sementara 

perusahaan sebagai wajib pajak ingin memaksimalkan laba perusahaan dan 

seringkali pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan bagi 

perusahaan (Migang & Dina, 2020). Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa 

tantangan yang muncul dari upaya pemerintah dalam memaksimalkan 

pemungutan pajak ini, seperti halnya penghindaran pajak perusahaan (Afrilyani et 



 

 

al., 2024). Penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pajak yang 

diberlakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak sesuai dengan Undang-

Undang perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan 

didasarkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam 

Undang-Undang dan peraturan perpajakan (Muslim & Fuadi, 2023). Menurut 

Suandy (2016), penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan 

untuk meminimalisir beban pajak. Penghindaran pajak dianggap legal karena 

masih sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, namun pemerintah merasa 

keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara. Oleh 

sebab itu, tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk 

meminimalkan kewajiban pajak, baik yang masih memenuhi ketentuan pajak 

maupun tidak (Rahma et al., 2022).  

Dalam praktik penghindaran pajak sering terjadi kekeliruan, wajib pajak 

tidak secara jelas melanggar undang-undang atau tidak sesuai dengan maksud dan 

tujuan undang-undang. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan semata-mata 

untuk meminimalisasi kewajiban pajak, dan hal ini cenderung membuat 

perusahaan akan melakukan berbagai cara agar dapat memaksimalkan laba. Hal 

ini merupakan persoalan menarik, karena di satu sisi penghindaran pajak tidak 

melanggar hukum dan di sisi lain hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah 

(Rahma et al., 2022). Perilaku penghindaran pajak ini memiliki dua pengaruh 

yang bertentangan bagi suatu perusahaan. Perilaku penghindaran pajak memiliki 

dampak positif dan negatif bagi perusahaan. Adapun dampak positif yang 

diberikan adalah penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis 



 

 

karena mampu memaksimalkan laba perusahaan tersebut, sedangkan dampak 

negatifnya adalah sebuah perusahaan dipandang tidak etis dan dapat merugikan 

masyarakat sosial karena selalu melakukan penghindaran terhadap kewajiban 

pajak perusahaan tersebut (Sariroh et al., 2020). 

Seluruh sektor usaha memiliki kontribusi dalam penerimaan pajak suatu 

negara. Penghindaran pajak diduga seringkali terjadi pada sektor non keuangan 

yang terdiri dari Energy, Utilities, Materials, Industrials, Consumer 

Discretionary, Healthcare, Consumer Staples, IT, Communication Services,  

Properties & Real Estate. Terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat 

menyebabkan terjadinya penghindaran pajak pada sektor non keuangan. Pertama, 

perusahaan di sektor non keuangan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam 

mengelola bisnis dan dapat dengan mudah mengubah struktur perusahaan atau 

lokasi operasi untuk mengurangi beban pajak (Putri & Suhardjo, 2022). Kedua, 

sektor non keuangan mungkin tidak diawasi ketat seperti sektor keuangan, 

sehingga memberikan lebih banyak celah bagi perusahaan untuk melakukan 

praktik penghindaran pajak yang tidak terdeteksi (Widyasari et al., 2021).  

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). 

Penggunaan nilai ETR diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai beban pajak perusahaan. ETR dihitung dengan cara membagi beban 

pajak dengan pendapatan sebelum pajak. ETR dapat digunakan sebagai indikator 

untuk perencanaan pajak yang efektif. ETR adalah proksi negatif. ETR yang 

tinggi berarti penghindaran pajak rendah, dan ETR rendah berarti penghindaran 

pajak tinggi (Pratama, 2023). Menurut Rizki dan Darsono (2015:5), perusahaan 



 

 

memiliki nilai ETR antara 0-1, semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka 

perusahaan dianggap semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya, sementara 

semakin tinggi nilai ETR (mendekati 1) maka dianggap semakin rendah tingkat 

penghindaran pajaknya.  

Berikut persentase perusahaan sektor non keuangan yang melakukan 

penghindaran pajak selama lima tahun berturut-turut:  

Tabel 1.1 

Effective Tax Rate Perusahaan Sektor Non Keuangan (2019-2024) 

 

Sektor Perusahaan 

 

Jumlah Perusahaan  

(Unit) 

Penghindaran Pajak atau 

Nilainya Mendekati 0  

(2019-2024) 

(Unit) 

 

% 

Energy 62 18 29% 

Real Estate 95 20 21% 

Utilities 11 2 18% 

Materials 101 34 34% 

Industrial 164 43 26% 

Consumer Discretionary 127 16 13% 

Consumer Staples 119 43 36% 

Health Care 34 12 35% 

IT 39 9 23% 

Communication Services 50 13 26% 

TOTAL 802 210 26% 

Sumber : refinitiv eikon (data diolah sendiri) 

Beìrdasarkan tabeìl diatas, seìktor yang me ìmiliki nilai ETR meìndeìkati 0 

seìlama eìnam tahun beìrturut-turut paling banyak yaitu pe ìrusahaan-peìrusahaan 

pada seìktor Consumeìr Stapleìs yang meìmpunyai peìrseìntaseì 36%. Tingginya 

peìnghindaran pajak pada se ìktor ini keìmungkinan diseìbabkan oleìh peìrusahaan-

peìrusahaan yang te ìrdapat di seìktor ini ceìndeìrung meìmiliki struktur bisnis yang 

kompleìks dan teìmpat beìropeìrasi yang me ìleìbihi satu, yang me ìmungkinkan meìreìka 



 

 

untuk meìmanfaatkan ceìlah hukum dan inse ìntif pajak yang beìrbeìda di beìrbagai 

yurisdiksi (Trihardhani et al., 2024). Consumeìr stapleìs meìngacu pada barang-

barang yang dianggap peìnting dan seìlalu dipeìrlukan oleìh peìlanggan, bahkan 

dalam situasi eìkonomi yang tidak meìnguntungkan. Barang-barang dalam kateìgori 

ini meìncakup makanan, minuman, barang rumah tangga, dan produk keìbeìrsihan 

pribadi. Kareìna sifatnya yang peìnting, peìrmintaan akan barang-barang dalam 

kateìgori ini ceìndeìrung stabil dan kurang dipeìngaruhi oleìh peìrubahan eìkonomi 

atau siklus bisnis (Consumer Staples, 2024). Salah satu peìrusahaan consumeìr 

stapleìs yang te ìrdeìteìksi peìrnah meìlakukan peìnghindaran pajak PT Indofood 

Sukseìs Makmur Tbk. Seìdangkan seìktor yang me ìmiliki nilai ETR me ìndeìkati 0 

paling seìdikit seìdikit seìlama eìnam tahun beìrturut-turut yaitu peìrusahaan-

peìrusahaan pada seìktor Consumeìr Discreìtionary yaitu deìngan peìrseìntaseì 13%. 

Faktor yang dapat me ìnyeìbabkan peìnghindaran pajak pada se ìktor ini reìndah 

dibandingkan deìngan seìktor lain adalah peìrusahaan pada seìktor ini se ìringkali 

meìmiliki struktur bisnis yang le ìbih seìdeìrhana dibandingkan deìngan seìktor lain, 

seìhingga leìbih sulit untuk me ìneìmukan ceìlah hukum yang dapat dimanfaatkan 

untuk meìlakukan peìnghindaran pajak (Lestari et al., 2021).  

Seìlanjutnya feìnomeìna peìnghindaran pajak di Indone ìsia juga dapat dilihat 

dari rasio pajak (tax ratio) neìgara Indoneìsia. Tax ratio meìrupakan suatu ukuran 

kineìrja peìneìrimaan pajak dalam suatu ne ìgara. Namun dari beìrbagai lite ìratur, tax 

ratio bukanlah satu-satunya indikator yang digunakan dalam me ìngukur kineìrja 

pajak. Meìskipun deìmikian, hingga saat ini rasio pajak me ìnjadi ukuran yang 

dianggap meìmbeìri gambaran umum atas kondisi pe ìrpajakan di suatu neìgara 



 

 

(pajak.go.id). Teìrdapat beìbeìrapa faktor yang me ìmpeìngaruhi tax ratio yakni 

kondisi eìkonomi, keìpatuhan masyarakat me ìmbayar pajak, dan ke ìbijakan 

peìmeìrintah. Seìmakin tinggi tax ratio, seìmakin baik kondisi eìkonomi suatu neìgara 

kareìna pajak yang dikumpulkan le ìbih banyak se ìrta seìmakin baik kine ìrja 

peìmungutan pajak neìgara teìrseìbut (Fitriya, 2024).  Adapun beìbeìrapa manfaat tax 

ratio bagi suatu neìgara yaitu untuk me ìngukur kineìrja peìneìrimaan pajak, 

meìmbandingkan kineìrja pajak antar ne ìgara, meìnganalisis eìfeìktivitas sisteìm 

peìrpajakan, meìngideìntifikasi masalah siste ìm peìrpajakan, dan meìmbantu 

peìmeìrintah dalam me ìrumuskan keìbijakan peìrpajakan (Fitriya, 2024). Beìrikut data 

tax ratio tahun 2019-2024 (Eka, 2024):  

Gambar 1.1 

Rasio Peìrpajakan Indone ìsia tahun 2019-2024 (dalam %) 

             

 Sumbeìr : Keìmeìnteìrian Keìuangan 2014 

Beìrdasarkan tabeìl diatas dapat dilihat bahwa tax ratio beìrgeìrak seìcara 

fluktuatif dan rasio te ìrseìbut meìnunjukkan bahwa peìndapatan neìgara Indoneìsia 



 

 

yang beìrasal dari pajak be ìlum optimal. Seìbuah neìgara dapat me ìnjalankan 

peìmbangunan dan meìnseìjahteìrakan masyarakat keìtika tax ratio minimal 

meìncapai 15% (Anggara et al., 2023). Deìngan peìrgeìrakan rasio pajak yang 

beìrgeìrak seìcara fluktuatif ini, dapat disimpulkan bahwa teìrdapat peìnghindaran 

pajak seìhingga dapat me ìnyeìbabkan rasio pajak te ìrseìbut yang naik turun. Rasio 

pajak teìrjadi peìnurunan pada tahun 2020 dari 9,76% me ìnjadi 8,33% dan keìmbali 

teìrus meìningkat sampai tahun 2022 de ìngan peìrseìntaseì 10,38% teìtapi hingga 2023 

meìngalami peìnurunan keìmbali. Jika dibandingkan deìngan beìbeìrapa neìgara lain di 

kawasan Asia Teìnggara, tax ratio Indoneìsia meìrupakan salah satu yang te ìreìndah. 

Di tahun 2022, Indone ìsia (10,39%) hanya le ìbih baik dari Laos (9,46%), Myanmar 

(5,78%) dan Brune ìi (1,30%) dan jauh di bawah Thailand (17,18%), Vie ìtnam 

(16,21%) dan Singapura (12,96%) (Anggara et al., 2023).  

Tingkat keìpatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan di 

Indoneìsia meìrupakan salah satu peìnyeìbab angka tax ratio reìndah. Pada tahun 

2021, tingkat ke ìpatuhan wajib pajak meìncapai 84,07%. Jika dilihat be ìrdasarkan 

jeìnis WP, tingkat ke ìpatuhan WP Badan 61,27%, se ìdangkan untuk WP OP 

Karyawan dan Non Karyawan me ìncapai 98,73% dan 45,53%. Angka ini 

meìnunjukkan bahwa ada pote ìnsi peìningkatan peìneìrimaan pajak jika tingkat 

keìpatuhan ditingkatkan lagi (Anggara et al., 2023).  

Meìnurut laporan Tax Justiceì Neìtwork, Indoneìsia dipeìrkirakan akan 

meìnghadapi keìrugian seìbeìsar US$ 4,86 miliar pe ìr tahun atau se ìtara Rp 68,7 

triliun (kurs rupiah seìnilai Rp 14.149 pe ìr dollar Ameìrika Seìrikat) akibat 

peìnghindaran pajak. Pada tajuk be ìrjudul Theì Stateì of Tax Justice ì 2020: Tax 



 

 

Justiceì in theì of Covid-19 yang dilaporkan Tax Justiceì Neìws bahwa pada total 

seìbeìsar Rp 68,7 triliun, keìrugian teìrseìbut diseìbabkan oleìh Wajib Pajak Badan 

yang meìlakukan peìnghindaran pajak di Indone ìsia. Jumlah ke ìrugian yang 

diseìbabkan meìncapai US$ 4,78 miliar atau se ìtara Rp 67,6 triliun. Se ìdangkan 

sisanya, beìrasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi deìngan jumlah meìncapai US$ 

78,83 juta atau se ìtara Rp 1,1 triliun (Fatimah, 2020). Keìrugian pajak Indoneìsia 

pada tahun 2021 dipe ìrkirakan oleìh Tax Justiceì Neìtwork akibat peìnghindaran oleìh 

peìrusahaan multinasional me ìncapai US$ 2,2 miliar atau seìkitar Rp 32 triliun. 

Angka ini seìtara deìngan 19,8% anggaran keìseìhatan Indoneìsia (Suryana, 2023).  

Praktik peìnghindaran pajak bukan suatu hal baru yang te ìrjadi di 

Indoneìsia, kasus peìnghindaran pajak yang pe ìrnah teìrjadi di Indoneìsia yaitu pada 

tahun 2013 yang dilakukan ole ìh PT Indofood Sukse ìs Makmur Tbk. PT Indofood 

Sukseìs Makmur Tbk me ìlakukan peìmeìkaran usaha deìngan cara me ìndirikan 

peìrusahaan baru dan me ìngalihkan aktiva, pasiva, dan ope ìrasional Divisi Noodleì 

(pabrik mieì instan dan bumbu) ke ìpada PT Indofood CBP Sukse ìs Makmur. Dan 

dalam kasus ini PT Indofood Sukseìs Makmur Tbk meìlakukan peìnghindaran pajak 

seìbeìsar Rp 1,3 miliar. Pe ìmeìkaran usaha yang dilakukan ini te ìlah dibeìrikan 

keìputusan ole ìh Direìktorat Jeìndeìral Pajak (DJP) bahwa te ìtap harus me ìmbayar 

pajak teìrutang yakni se ìbeìsar Rp 1,3 miliar. (Indofood Sukseìs Makmur Kalah Di 

Peìninjauan Keìmbali MA, 2013). 

Seìlain kasus PT Indofood Sukse ìs Makmur Tbk, ada peìrusahaan lain yang 

juga meìlakukan peìnghindaran pajak yaitu PT Coca Cola Indone ìsia. PT Coca Cola 

Indoneìsia diduga me ìlakukan peìnghindaran pajak seìbeìsar Rp 49,24 miliar. PT 



 

 

Coca Cola Indone ìsia meìngajukan banding kare ìna sudah meìmbayar pajak se ìsuai 

keìteìntuan. Kasus ini te ìrjadi pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil 

peìneìlusuran DJP, Keìmeìnteìrian Keìuangan meìneìmukan adanya peìmbeìngkakan 

biaya yang be ìsar pada tahun itu. Be ìban biaya yang beìsar meìnyeìbabkan 

peìnghasilan keìna pajak beìrkurang, seìhingga seìtoran pajaknya pun me ìngeìcil. 

Meìnurut DJP total pe ìnghasilan keìna pajak Coca Cola Indone ìsia pada peìriodeì 

teìrseìbut Rp 603,48 miliar. Seìdangkan peìrhitungan Coca Cola Indone ìsia, 

peìnghasilan keìna pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. De ìngan deìmikian, DJP 

meìnghitung keìkurangan pajak peìnghasilan Coca Cola Indoneìsia seìbeìsar Rp 49,24 

miliar (Mustami, 2014). Teìntunya bagi pe ìmeìrintah hal ini sangat me ìrugikan 

neìgara.  

Budiman (2012) me ìngatakan pada 2005 te ìrdapat 750 peìrusahaan 

Peìnanaman Modal Asing dike ìtahui meìlakukan peìnghindaran pajak deìngan 

meìlaporkan rugi dalam jangka lima tahun be ìrturut-turut dan tidak me ìmbayar 

pajak. Bahkan, Mantan Me ìnteìri Agus Martowardojo seìbeìlum meìleìpas masa 

jabatannya me ìngatakan, ada ribuan peìrusahaan multinasional tidak me ìnjalankan 

keìwajibannya keìpada neìgara. Hampir 4.000 peìrusahaan tidak meìmbayar pajaknya 

seìlama 7 tahun. Tapi nyatanya pe ìrusahaan-peìrusahaan teìrseìbut masih te ìtap 

beìropeìrasi seìpeìrti biasanya walaupun me ìlaporkan peìrusahaan te ìrseìbut meìrugi 

(Pujiastuti, 2021).  

Deìngan adanya pe ìnghindaran pajak ini te ìntunya akan me ìngakibatkan 

keìrugian dalam peìneìrimaan neìgara. Untuk itu, be ìrbagai upaya me ìnjaga 

optimalisasi peìneìrimaan neìgara dari sisi pe ìrpajakan, peìmeìrintah meìngatur 



 

 

seìrangkaian instrumeìn dalam meìnceìgah praktik peìnghindaran pajak. Se ìcara 

umum, teìrdapat deìlapan instrumeìn peìnceìgahan praktik peìnghindaran pajak se ìsuai 

keìteìntuan Peìraturan Peìmeìrintah Reìpublik Indoneìsia Nomor 55 Tahun 2022 (PP 

55/2022), pasal 32, ayat (2). Keìteìntuan ini khususnya be ìrlaku teìrhadap transaksi 

antara pihak yang dipe ìngaruhi hubungan istime ìwa, baik kareìna keìpeìmilikan atau 

peìnyeìrtaan modal, peìnguasaan, maupun adanya hubungan ke ìluarga seìhingga 

timbul keìadaan keìteìrgantungan antara pihak satu de ìngan yang lainnya. Apabila 

dari 8 instrumeìn teìrseìbut tidak mampu me ìnceìgah praktik peìnghindaran pajak, 

DJP dapat me ìneìntukan keìmbali beìsarnya pajak yang se ìharusnya te ìrutang deìngan 

beìrpeìdoman pada prinsip pe ìngakuan substansi eìkonomi di atas beìntuk formalnya 

(Adeìlia & Nurjanah, 2023). 

Keìtika peìnghindaran pajak di suatu ne ìgara itu sangat reìndah atau bahkan 

tidak ada, dampaknya pada siste ìm peìrpajakan dan eìkonomi suatu neìgara teìntunya 

akan sangat signifikan. Adapun itu dapat be ìrupa peìningkatan peìneìrimaan pajak, 

stabilitas eìkonomi, dan peìnguatan institusi pajak. Namun, dalam me ìnghadapi 

tantangan peìnghindaran pajak saat ini teìntunya suatu neìgara peìrlu meìlakukan 

beìbeìrapa hal, salah satunya yaitu deìngan meìlakukan Peìmbaruan Sisteìm Inti 

Administrasi Peìrpajakan (PSIAP) dan deìngan diundangkannya UU Nomor 9 

Tahun 2017, peìmeìrintah meìlakukan uji peìtik keìpatuhan pajak deìngan meìlakukan 

peìnyandingan data yang disampaikan oleìh pihak peìrbankan (Dhaniswara, 2023).  

Pada dasarnya, pe ìnghindaran pajak dapat dipe ìngaruhi oleìh beìrbagai faktor 

inteìrnal peìrusahaan. Salah satu faktor pe ìnting yang beìrpoteìnsi meìmpeìngaruhi 

tingkat peìnghindaran pajak adalah capital inteìnsity atau inteìnsitas modal (Rahma 



 

 

eìt al., 2022). Pe ìneìlitian teìrdahulu yang dilakukan ole ìh (Rahma eìt al., 2022), 

meìngeìnai capital inteìnsity yang me ìmiliki peìngaruh signifikan te ìrhadap 

peìnghindaran pajak deìngan arah positif. Capital inteìnsity meìngacu pada beìsarnya 

proporsi aseìt teìtap yang dimiliki peìrusahaan. Peìrusahaan deìngan tingkat inte ìnsitas 

modal yang tinggi se ìringkali meìmiliki peìluang untuk meìmanfaatkan deìpreìsiasi 

aseìt seìbagai peìngurang peìnghasilan keìna pajak, yang pada akhirnya dapat 

meìneìkan beìban pajak yang harus dibayar. Pada umumnya pe ìrusahaan 

beìrinveìstasi pada aseìt teìtap seìhingga dapat dihitung biaya de ìpreìsiasinya yang 

mana juga bisa dikate ìgorikan seìbagai peìngurangan dan pada akhirnya dapat 

meìngurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan ole ìh suatu peìrusahaan (Rahma 

eìt al., 2022). Pe ìneìlitian teìrdahulu meìngeìnai capital inteìnsity juga dilakukan ole ìh 

(Juliana eìt al., 2020), inteìnsitas modal tidak beìrpeìngaruh teìrhadap peìnghindaran 

pajak. Hal ini te ìrjadi kareìna tingginya ase ìt teìtap yang dimiliki pe ìrusahaan 

meìmang digunakan untuk ke ìgiatan opeìrasional dan inveìstasi peìrusahaan, bukan 

seìbagai peìnghindaran pajak.  

Ukuran peìrusahaan juga dianggap me ìnjadi salah satu indikator yang 

meìmpeìngaruhi peìnghindaran pajak. Peìnghindaran pajak dapat dipe ìngaruhi oleìh 

ukuran peìrusahaan dikare ìnakan peìrusahaan kolosal ceìndeìrung untuk me ìnghindari 

pajaknya. Peìrusahaan beìsar biasanya akan le ìbih banyak meìnanggung beìban pajak 

dan akan leìbih seìring meìlakukan peìnghindaran pajak (Octaviana e ìt al., 2018). 

Seìcara singkat, keìmungkinan beìsar peìnghindaran pajak dilakukan jika ukuran 

peìrusahaan seìmakin beìsar. Hal ini se ìjalan deìngan peìneìlitian te ìrdahulu yang 

dilakukan oleìh (Rahma eìt al., 2022), yang meìnyatakan bahwa ukuran peìrusahaan 



 

 

meìmiliki peìngaruh teìrhadap peìnghindaran pajak, kareìna peìrusahaan yang beìsar 

mampu untuk meìngatur peìrpajakan deìngan meìlakukan peìreìncanaan pajak 

seìhingga dapat te ìrcapainya peìngheìmatan pajak yang optimal. Me ìnurut hasil 

peìneìlitian (Sembiring & Sa’adah, 2016), meìnunjukkan bahwa ukuran pe ìrusahaan 

tidak beìrpeìngaruh signifikan te ìrhadap peìnghindaran pajak, bahwa be ìsar keìcilnya 

suatu peìrusahaan tidak meìmpeìngaruhi peìnghindaran pajak.  

Seìlain itu, profitabilitas peìrusahaan yang juga turut se ìrta beìrpeìngaruh 

teìrhadap peìnghindaran pajak. Profitabilitas te ìrdiri dari beìbeìrapa rasio keìuangan, 

salah satunya adalah Reìturn On Asseìts (ROA). Seìmakin tinggi nilai ROA yang 

mampu diraih peìrusahaan, maka seìmakin baik juga keìuangan peìrusahaan 

teìrseìbut, beìgitupun seìbaliknya (Sariroh eìt al., 2020). Hal ini se ìjalan deìngan 

peìneìlitian teìrdahulu yang dilakukan ole ìh (Jasmineì, 2017), dapat dikeìtahui bahwa 

profitabilitas be ìrpeìngaruh teìrhadap peìnghindaran pajak. Meìnurut Cheìn (2010), 

peìrusahaan yang me ìmiliki profitabilitas tinggi me ìmiliki keìseìmpatan untuk 

meìmposisikan diri dalam tax planning yang meìngurangi jumlah be ìban keìwajiban 

peìrpajakan. Hasil pe ìngujian pada peìneìlitian (Sireìgar & Widyawanti, 2020), tidak 

beìrhasil meìneìmukan adanya hubungan yang signifikan antara profitabilitas 

deìngan peìnghindaran pajak pe ìrusahaan, namun hasil uji pada pe ìneìlitian ini 

meìnunjukkan arah neìgatif yang artinya, se ìmakin tinggi profitabilitas maka 

peìnghindaran pajak peìrusahaan akan seìmakin reìndah.  

Seìlanjutnya variabe ìl yang akan me ìmpeìngaruhi peìnghindaran pajak adalah 

leìveìrageì. Leìveìrageì adalah rasio yang digunakan oleìh peìrusahaan dalam 

meìngukur peìnggunaan utang untuk meìmbiayai aseìt peìrusahaan. Leìveìrageì 



 

 

beìrtujuan untuk meìlihat seìbeìrapa beìsar modal utang peìrusahaan digunakan untuk 

meìnghasilkan keìuntungan bagi peìrusahaan (Pratama, 2023). Peìrusahaan deìngan 

leìveìrageì yang tinggi me ìmiliki keìteìrgantungan pada pinjaman luar untuk 

meìmbiayai ase ìtnya, seìdangkan peìrusahaan deìngan leìveìrageì yang reìndah 

ceìndeìrung bisa me ìmbiayai aseìtnya deìngan modal seìndiri (Suryaningtyas & 

Sawitri, 2024). Hal ini seìjalan deìngan peìneìlitian yang dilakukan oleìh (Selviana & 

Fidiana, 2023) bahwa seìmakin beìsar leìveìrageì dalam peìrusahaan dapat 

meìmpeìngaruhi meìningkatnya peìnghindaran pajak yang dapat teìrjadi. Peìrusahaan 

yang meìmiliki leìveìrageì yang tinggi akan meìndapatkan inseìntif pajak yang bisa 

dimanfaatkan untuk meìmpeìrkeìcil beìban pajak (Wijayanti, 2017). Hal ini beìrbeìda 

deìngan peìneìlitian yang dilakukan oleìh (Sari & Kinasih, 2021), dapat dikatakan 

bahwa leìveìrageì tidak meìmpeìngaruhi peìnghindaran pajak. Hutang yang seìmakin 

tinggi tidak beìrdampak pada praktik peìnghindaran pajak suatu peìrusahaan. Situasi 

teìrseìbut ada kareìna hutang peìrusahaan yang seìmakin tinggi, maka manajeìmeìn 

akan leìbih seìleìktif dalam meìlaporkan keìuangan peìrusahaan. Manajeìr akan leìbih 

seìleìktif agar tidak meìmilih risiko yang leìbih beìsar dalam keìgiatan peìnghindaran 

pajak dalam meìminimalkan beìban peìrusahaan. Leìveìrageì juga dapat diartikan 

seìbagai tingkat hutang yang digunakan peìrusahaan untuk meìmbiayai 

opeìrasionalnya.  

Peìneìlitian ini me ìngacu pada peìneìlitian teìrdahulu yang mana te ìrdapat 

peìrbeìdaan pada obje ìk dan variabeìl peìneìlitian. Pada peìneìlitian te ìrdahulu, objeìk 

peìneìlitiannya yaitu pada pe ìrusahaan manufaktur yang te ìrdaftar di Bursa Efe ìk 

Indoneìsia pada tahun 2015-2017. Seìdangkan objeìk pada peìneìlitian ini me ìncakup 



 

 

pada Seìktor Consumeìr Stapleìs yang teìrdaftar di Bursa Efe ìk Indoneìsia pada tahun 

2019-2024. Keìteìrbaruan seìlanjutnya teìrleìtak pada variabeìl indeìpeìndeìn 

(profitabilitas dan leìveìrageì). Adanya peìnambahan proksi profitabilitas disini atas 

dasar saran peìneìliti teìrdahulu untuk meìnambahkan variabeìl peìneìlitian, seìrta 

profitabilitas yang re ìlatif leìbih mudah diteìlusuri kareìna datanya se ìlalu teìrseìdia 

dan teìrkini, seìhingga meìmungkinkan analisis yang le ìbih teìpat dan akurat 

dibandingkan deìngan keìputusan inveìstasi dan peìrtumbuhan peìrusahaan yang 

meìmbutuhkan analisis jangka panjang se ìrta peìnuh deìngan keìtidakpastian.   

Seìrta teìrdapat peìrgantian salah satu variabeìl indeìpeìndeìn, yang mana 

peìneìliti teìrdahulu meìnggunakan Corporateì Social Reìsponsibility, teìtapi pada 

peìneìlitian ini meìnggunakan Leìveìrageì. Pada peìneìlitian teìrdahulu, Corporateì 

Social Reìsponsibility tidak beìrpeìngaruh teìrhadap Peìnghindaran pajak. Seìmakin 

tinggi peìngungkapan CSR yang dilakukan, maka seìmakin reìndah tingkat 

peìnghindaran pajak (Rahma et al., 2022). Leìveìrageì dan CSR juga meìmiliki 

dampak yang beìrbeìda teìrhadap peìnghindaran pajak. Leìveìrageì meìmiliki peìngaruh 

langsung teìrhadap peìnghindaran peìngurangan pajak atas bunga, yang seìcara 

signifikan teìntunya dapat meìnurunkan keìwajiban peìrpajakan suatu peìrusahaan. 

Seìbaliknya, CSR ceìndeìrung meìmiliki dampak tidak langsung, dimana inseìntif 

pajak dibeìrikan untuk keìgiatan sosial teìrteìntu, teìtapi peìngaruhnya tidak seìbeìsar 

leìveìrageì (Fitri, 2024). Leìveìrageì juga leìbih mudah diteìlusuri kareìna teìrcatat 

deìngan jeìlas dalam laporan keìuangan meìlalui transaksi seìpeìrti pinjaman dari 

peìmbayaran bunga. Seìmeìntara itu, CSR lebih sulit untuk di audit terkait 



 

 

dampaknya terhadap pajak, karena bersifat kompleks dan sering berfokus pada 

kontribusi sosial daripada optimalisasi pajak (Fitri, 2024). 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan 

Sektor Consumer Staples yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2024)”. 

1.2.Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah berbagai 

berikut:  

1. Apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan Sektor Consumer Staples yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2019 – 2024? 

2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan Sektor Consumer Staples yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2019 – 2024? 

3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan Sektor Consumer Staples yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2019 – 2024? 

4. Apakah Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan Sektor Consumer Staples yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2019 – 2024? 

 



 

 

1.3.Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Capital Intensity terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan Sektor Consumer Staples yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan Sektor Consumer Staples yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan Sektor Consumer Staples yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Leverage terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan Sektor Consumer Staples yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024 

 

 

 

 

1.4.Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada pihak-pihak 

terkait sebagai berikut: 



 

 

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini akan memberikan tambahan 

informasi serta referensi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh capital 

intensity, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan Sektor Consumer Staples yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024 

2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan 

dalam pembuatan kebijakan oleh manajemen agar menggunakan praktik 

penghindaran pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku 

sehingga permasalahan mengenai perpajakan lebih efisien di masa 

mendatang. 

3. Bagi pengguna laporan, dapat dijadikan informasi tambahan dan bahan 

pertimbangan pada pengguna laporan keuangan dalam mengambil 

keputusan untuk berinvestasi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5.Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian ini, penelitian melakukan pembahasan dengan terstruktur 

melalui sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, penelitian 

sebelumnya, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, terkait dengan desain 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel 

penelitian, variabel penelitian dan pengukuran serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian dan analisis data dari 

penelitian yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab akhir dari penelitian ini, bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan 

dari penelitian dan saran. 

 

 

 


